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Abstrak Info Artikel 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan 

teknologi informasi, kompetensi aparatur pemerintah daerah, dan sistem 

pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah dengan 

partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Populasi penelitian 
ini adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kebu-

men sebanyak 50 OPD dan  sampel yang digunakan adalah 35 OPD, 

diambil dengan teknik cluster random sampling. Metode analisis data 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi moderasi (MRA). 

Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi, kompe-

tensi aparatur pemerintah daerah, dan sistem pengendalian internal 

secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi 
pemerintah dengan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. 

The purpose of this study was to analyze the effect of the use of information tech-

nology, competence of local government apparatus, and internal control systems 

on the performance of government agencies with community participation as a 

moderating variable. The population of this research is Regional Apparatus Or-

ganizations in Kebumen Regency as many as 50 OPD and the sample used is 35 

OPD, taken by cluster random sampling technique. The data analysis method 

used descriptive analysis and moderated regression analysis (MRA). The results 

showed: the use of information technology, competence of local government appa-

ratus, and internal control systems simultaneously have a positive significant on 

the performance of government agencies with community participation as a mod-

erating variable. 
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PENDAHULUAN 

Pemerintah daerah yang mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintah 

menurut asas otonomi dan tugas pemban-

tuan, diarahkan untuk mempercepat ter-

wujudnya kesejahteraan masyarakat me-

lalui peningkatan, pelayanan, pem-

berdayaan, dan peran serta masyarakat, 

serta peningkatan daya saing daerah. 

Selain itu, maksud lain dari adanya otono-

mi daerah adalah peningkatan efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dengan lebih memperhatikan aspek

-aspek hubungan antarsusunan pemerintah 

dan antar pemerintahan daerah, potensi 

dan keanekaragaman daerah, peluang dan 

tantangan persaingan global. 

 Pemerintah daerah dituntut agar 

memiliki kinerja yang berorientasi pada 

kepentingan masyarakat dan mendorong 

pemerintah untuk senantiasa tanggap 

dengan lingkungannya, dengan berupaya 

memberikan pelayanan terbaik secara 

transparan dan berkualitas serta adanya 

pembagian tugas yang baik pada 

pemerintah tersebut (Ilah dan Yanto, 

2016). Tuntutan tersebut diajukan sebagai 

bentuk tanggung jawab penyelenggara 

negara kepada masyarakat atas ke-

percayaan yang diamanatkan kepada mere-

ka. Suatu pemerintahan yang memper-

hatikan dan responsif terhadap kehendak 

dan aspirasi masyarakat serta melibatkan 

partisipasi mereka dalam setiap pengambi-

lan keputusan yang menyangkut berbagai 

aspek kepentingan masyarakat akan sangat 

berpotensi mengurangi kesenjangan yang 

semakin melebar disegala bidang yang ter-

jadi di masyarakat. Peran dan tanggung 

jawab dalam pembangunan bukan lagi 

hanya dimiliki pemerintah pusat namun 

juga menjadi milik dan harus merupakan 

prakarsa masing-masing daerah. Sehingga 

begitu penting bagi daerah untuk selalu 

meningkatkan kinerja pelayanan publik 

yang merupakan bagian akibat dari adanya 

otonomi daerah. Pelayanan publik yang 

berkualitas merupakan salah satu peranan 

yang menunjukkan pemerintahan yang 

berpihak pada kepentingan masyarakat. 

 Kinerja instansi pemerintah dapat 

dipahami sebagai tingkat pencapaian hasil 

dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi 

yang dibebankan kepada organisasi terse-

but. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, 

kinerja adalah keluaran/hasil dari 

kegiatan/program yang akan atau telah 

dicapai sehubungan dengan pengguna ang-

garan dengan kuantitas yang diukur. 

Kinerja suatu organisasi dilihat dari ting-

katan sejauh mana organisasi dapat men-

capai tujuan yang sudah ditetapkan sebe-

lumnya. Kinerja menjadi gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu program/kegiatan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

organisasi yang tertuang dalam strategi 

perencanaan suatu organisasi. 

 Pada tataran operasionalnya kinerja 

pelayanan publik di Indonesia masih mem-

iliki banyak permasalahan. Fenomena ini 

terlihat dari keluhan masyarakat, baik 

secara individual maupun kelompok or-

ganisasi ketika mengurus keperluan, kebu-

tuhan tertentu pada instansi pemerintah. 

Kebutuhan mereka kurang cepat direspon, 

waktu penyelesaiannya lama, birokrasi 

yang berbelit-belit, informasi kurang jelas, 

dan biaya yang dikeluarkan lebih dari yang 

ditentukan. Di sepanjang tahun 2017, 

pemerintah daerah menjadi lembaga 

dengan pelayanan publik terburuk. 

Menurut laporan tahunan Ombudsman RI, 

terdapat 3.445 laporan masyarakat yang 

mengadukan pemerintah daerah. Jumlah 

itu setara dengan 41,69% dari seluruh 

laporan masyarakat kepada Ombudsman 

RI. 

 Menurut Mohyi (1999) bahwa keber-

hasilan organisasi dipengaruhi oleh faktor 

intern dan ekstern. Faktor intern antara 

lain struktur organisasi dan teknologi yang 
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digunakan, kualitas dan perilaku sumber 

daya manusia, budaya yang ada dalam or-

ganisasi, serta kebijakan dan praktek mana-

jemen. Sedangkan faktor ekstern berupa 

perilaku yang dari luar lingkungan organ-

isasi baik itu yang dapat dikontrol organ-

isasi maupun yang tidak dapat dikontrol. 

 Pemanfaatan teknologi informasi, 

kompetensi aparatur pemerintah daerah, 

dan sistem pengendalian internal merupa-

kan faktor intern yang dapat mendorong 

kinerja instansi pemerintah. Selain ketiga 

faktor tersebut, terdapat pula faktor 

partisipasi masyarakat yang merupakan 

faktor ekstern. Tilaar (2009) mengungkap-

kan partisipasi adalah sebagai wujud dari 

keinginan untuk mengembangkan demo-

krasi melalui proses desentralisasi dimana 

diupayakan antara lain perlunya 

perencanaan dari bawah (bottom-up) 

dengan mengikutsertakan masyarakat da-

lam proses perencanaan dan pembangunan 

masyarakatnya.  

 Rubin (1996) menjelaskan bahwa 

adanya partisipasi masyarakat akan 

meningkatkan tanggung jawab serta kinerja 

organisasi pemerintah daerah. Masyarakat 

yang menyampaikan keluhan dan saran 

terhadap pembangunan di daerahnya dan 

disampaikannya kepada pemerintah dae-

rah, yang mana keluhan dan saran tersebut 

mempunyai tujuan yang sama guna untuk 

mensejahterakan masyarakat. Dari adanya 

keikutsertaan masyarakat tersebut, maka 

akan didapatkan keputusan yang lebih real-

istis sehingga tercipta kesesuaian tujuan 

bersama antara pemerintah daerah dan 

masyarakat. 

 Temuan Aziz (2014) menyimpulkan 

bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja organ-

isasi, hal ini menunjukkan partisipasi 

masyarakat dapat meningkatkan kinerja 

organisasi. Leach-López, dkk. (2008) da-

lam penelitiannya juga menemukan bahwa 

terdapat hubungan langsung antara 

partisipasi anggaran dan kinerja. Akan teta-

pi penelitian yang dilakukan Raharja, dkk. 

(2015) menunjukkan hasil bahwa 

partisipasi masyarakat tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja organisasi. Oleh 

karena itu, faktor partisipasi masyarakat 

yang merupakan faktor ekstern organisasi 

dapat menjadi ide baru penelitian dengan 

asumsi bahwa partisipasi masyarakat dapat 

memperkuat atau memperlemah hubungan 

dari faktor-faktor intern yang 

mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. 

 Tujuan penelitian ini yaitu untuk: (a) 

menganalisis pengaruh pemanfaatan 

teknologi informasi terhadap kinerja in-

stansi pemerintah secara parsial, (b) 

menganalisis pengaruh kompetensi apara-

tur pemerintah daerah terhadap kinerja in-

stansi pemerintah secara parsial, (c) 

menganalisis pengaruh sistem pengendali-

an internal terhadap kinerja instansi 

pemerintah secara parsial, (d) menganalisis 

pengaruh pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap kinerja instansi pemerintah secara 

parsial dengan partisipasi masyarakat se-

bagai variabel moderating, (e) menganalisis 

pengaruh kompetensi aparatur pemerintah 

daerah terhadap kinerja instansi 

pemerintah secara parsial dengan 

partisipasi masyarakat sebagai variabel 

moderating, (f) menganalisis pengaruh sis-

tem pengendalian internal terhadap kinerja 

instansi pemerintah secara parsial dengan 

partisipasi masyarakat sebagai variabel 

moderating, (g) menganalisis pengaruh 

pemanfaatan teknologi informasi, kompe-

tensi aparatur pemerintah daerah, dan sis-

tem pengendalian internal terhadap kinerja 

instansi pemerintah secara simultan 

dengan partisipasi masyarakat sebagai vari-

abel moderating. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif. Populasi penelitian adalah Or-

ganisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

ada di Kabupaten Kebumen sebanyak 50 



Anggraeni, Sukirman/ Business and Accounting Education Journal 2 (3) 2021 

304 

OPD dan diputuskan sampel dalam 

penelitian ini adalah 35 OPD. Pengambi-

lan sampel dilakukan dengan teknik cluster 

random sampling. Pengumpulan data dil-

aksanakan melalui kuesioner yang diberi-

kan secara langsung kepada responden yak-

ni Aparatur Sipil Negara yang menduduki 

jabatan struktural di tiap OPD yang men-

jadi sampel penelitian. Analisis data 

menggunakan Analisis Regresi Moderasi 

atau Moderated Regression Analysis 

(MRA). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil deskriptif variabel penelitian 

adalah sebagai berikut.  

Berdasar pada tabel 1 secara umu dari 

35 OPD yang menjadi sampel penelitian 

menilai bahwa pencapaian kinerja Instansi 

Pemerintah Kabupaten Kebumen di krite-

ria tinggi. Terdapat dua OPD atau sebesar 

6% yang menilai kinerja instansi 

pemerintah pada kriteria sangat tinggi, 31 

OPD atau sebesar 88% menilai kinerja in-

stansi pemerintah pada kriteria tinggi, dan 

2 OPD atau sebesar 6% menilai pada krite-

ria cukup tinggi.  

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui 

dari 35 OPD di Kabupaten Kebumen bah-

wa variabel pemanfaatan teknologi infor-

masi menghasilkan skor rata-rata sebesar 

31,89 yang berada pada kriteria tinggi. 

Sebanyak empat OPD atau sebesar 11% 

dalam kriteria sangat tinggi dan 31 OPD 

atau sebesar 89% berada dalam kriteria 

tinggi. 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui 

bahwa variabel kompetensi aparatur 

pemerintah daerah dari 35 OPD 

menghasilkan skor rata-rata sebesar 45,69 

yang berada pada kriteria tinggi. Sebanyak 

13 OPD atau sebesar 37% dalam kriteria 

sangat tinggi dan 22 OPD atau sebesar 63% 

dalam kriteria tinggi.  

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui 

bahwa variabel sistem pengendalian inter-

nal dari 35 OPD menghasilkan skor rata-

rata sebesar 120,14 yang berada pada krite-

ria tinggi. Sebanyak lima OPD atau sebesar 

14% berada dalam kriteria sangat tinggi 

dan 30 OPD atau sebesar 86% pada kriteria 

tinggi. 

 

Rentang F Persentase Kriteria 

68 – 80 2 6% Sangat Tinggi 
55 – 67 31 88% Tinggi 
42 – 54 2 6% Cukup Tinggi 
29 – 41 0 0% Rendah 
16 – 28 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah 35 100% Tinggi 

Tabel 1. Deskriptif Kinerja Instansi 

Pemerintah  

Sumber: Data diolah  

Rentang F Persen-

tase 

Kriteria 

35 – 41 4 11% Sangat Tinggi 
28 – 34 31 89% Tinggi 

21 – 27 0 0% Cukup Tinggi 
14 – 20 0 0% Rendah 

7 – 13 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah 35 100% Tinggi 

Tabel 2. Deskriptif Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

Sumber: Data diolah 

Rentang F Persentase Kriteria 

47 – 55 13 37% Sangat Tinggi 

38 – 46 22 63% Tinggi 

29 – 37 0 0% Cukup Tinggi 
20 – 28 0 0% Rendah 

11 – 19 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah 35 100% Tinggi 

Tabel 3. Deskriptif Kompetensi Aparatur 

Pemerintah Daerah 

Sumber: Data diolah  

Rentang F Persentase Kriteria 

128 – 152 5 14% Sangat Tinggi 
103 – 127 30 86% Tinggi 

78 – 102 0 0% Cukup Tinggi 

53 – 77 0 0% Rendah 

28 – 52 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah 35 100% Tinggi 

Tabel 4. Deskriptif Sistem Pengendalian In-

ternal 

Sumber: Data diolah  
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Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui 

bahwa variabel partisipasi masyarakat dari 

35 OPD menghasilkan skor rata-rata sebe-

sar 39,49 yang berada pada kriteria tinggi. 

Sebanyak satu OPD atau sebesar 3% be-

rada pada kriteria sangat tinggi dan 34 

OPD atau sebesar 97% berada pada kriteria 

tinggi.  

Moderated Regression Analysis 

(MRA) digunakan dengan menggunakan 

pendekatan analitik yang mempertahankan 

integritas sampel dan memberikan dasar 

untuk mengontrol pengaruh variabel mod-

erator (Ghozali 2016: 219). Analisis ini un-

tuk menguji pengaruh moderasi yaitu 

dengan model uji nilai selisih mutlak dari 

variabel independen. 

Rentang F 
Persen-

tase 
Kriteria 

44 – 52 1 3% Sangat Tinggi 

35 – 43 34 97% Tinggi 

26 – 34 0 0% Cukup Tinggi 

17 – 25 0 0% Rendah 

8 – 16 0 0% Sangat Rendah 

Jumlah 35 100% Tinggi 

Tabel 5. Deskriptif Partisipasi Masyara-

kat  

Sumber: Data primer yang diolah  

Hasil Uji F pada tabel 6 menunjukkan 

nilai F hitung sebesar 8,181 dengan proba-

bilitas signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel-variabel 

yang diteliti secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja instansi 

pemerintah. Dengan demikian Ha7 yang 

menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi, kompetensi aparatur 

pemerintah daerah, dan sistem pengendali-

an internal secara simultan berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja instansi 

pemerintah dengan partisipasi masyarakat 

sebagai variabel moderating dinyatakan 

diterima.  

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regres- 353,305 7 50,472 8,181 ,000b 

Residual 166,580 27 6,170     
Total 519,886 34       

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi Simultan  

Sumber: data diolah 

COEFFICIENTSA 

MODEL Unstandardized Coefficients Standardized Coef- t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 59,432 ,969   61,350 ,000 

Zscore(PTI) 1,753 ,677 ,448 2,590 ,015 

Zscore(KAPD) ,002 ,696 ,001 ,003 ,997 

Zscore(SPI) ,808 ,810 ,207 ,997 ,328 

Zscore(PM) ,414 ,722 ,106 ,573 ,571 

AbsX1_X4 1,329 ,918 ,193 1,449 ,159 

AbsX2_X4 2,088 ,866 ,321 2,410 ,023 

AbsX3_X4 -2,714 1,151 -,294 -2,358 ,026 

A. Dependent Variable: KIP 

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Parsial  

Sumber: data diolah 
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Berdasarkan tabel 7 menghasilkan 

koefisien untuk variabel independen yaitu 

pemanfaatan teknologi informasi (X1) = 

1,753, kompetensi aparatur pemerintah 

daerah (X2) = 0,002, sistem pengendalian 

internal (X3) = 0,808, partisipasi masyara-

kat (X4) = 0,414, interaksi pemanfaatan 

teknologi informasi dan partisipasi 

masyarakat (X1 – X4) = 1,329, interaksi 

kompetensi aparatur pemerintah daerah 

dan partisipasi masyarakat (X2 – X4) = 

2,088, dan interaksi sistem pengendalian 

intern dan partisipasi masyarakat (X3 – 

X4) = -2,714 dengan nilai konstanta 

59,432. Sehingga didapatkan persamaan 

regresi moderasi (Moderated Regression 

Analysis/MRA) dengan uji nilai selisih 

mutlak sebagai berikut: 

KIP = 59,432 + 1,753PTI + 0,002KAPD + 

0,808SPI + 0,414PM + 1,329(PTI – PM) + 

2,088(KAPD – PM) – 2,714 (SPI – PM) + 

e 

Keterangan:  

KIP  : Kinerja Instansi Pemerintah  

PTI  : Pemanfaatan Teknologi Infor-
masi 
KAPD : Kompetensi Aparatur 
Pemerintah Daerah 

SPI  : Sistem Pengendalian Internal 
PM  : Partisipasi Masyarakat 
e  : Variabel error 
  

Nilai konstanta sebesar 59,432 berarti 

jika variabel pemanfaatan teknologi infor-

masi (X1), kompetensi aparatur 

pemerintah daerah (X2), sistem pengen-

dalian internal (X3), partisispasi masyara-

kat (X4), dan masing-masing variabel in-

teraksi memiliki nilai 0, maka kinerja in-

stansi pemerintah (Y) bernilai 59,432. 

 Hasil uji statistik dengan SPSS pada 

variabel pemanfaatan teknologi informasi 

(X1) diperoleh t hitung 2,590 dengan signif-

ikansi  0,010 < 0,05, hal ini berarti bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi ber-

pengaruh terhadap kinerja instansi 

pemerintah. Koefisien beta bernilai positif 

menunjukkan pengaruh pemanfaatan 

pengaruh teknologi informasi terhadap 

kinerja instansi pemerintah adalah ber-

pengaruh positif, sehingga Ha1 yang 

menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi secara parsial berpengaruh signif-

ikan positif terhadap kinerja instansi 

pemerintah dinyatakan diterima. Nilai 

koefisien X1 sebesar 1,753 berarti jika vari-

abel pemanfaatan teknologi informasi (X1) 

naik satu satuan dengan variabel kompe-

tensi aparatur pemerintah daerah (X2), sis-

tem pengendalian internal (X3), partisispasi 

masyarakat (X4) dan variabel interaksi 

nilainya tetap, maka kinerja instansi 

pemerintah (Y) akan mengalami kenaikan 

sebesar 1,753. 

 Variabel kompetensi aparatur 

pemerintah daerah (X2) diperoleh t hitung   

0,003 dengan signifikansi 0,997 > 0,05, hal 

ini berarti bahwa kompetensi aparatur 

pemerintah daerah tidak berpengaruh ter-

hadap kinerja instansi pemerintah. 

Koefisien beta bernilai positif menunjuk-

kan pengaruh kompetensi aparatur 

pemerintah daerah terhadap kinerja instan-

si pemerintah adalah positif, sehingga Ha2 

yang menyatakan bahwa kompetensi apa-

ratur pemerintah daerah secara parsial ber-

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

instansi pemerintah dinyatakan ditolak. 

Nilai koefisien X2 sebesar 0,002 berarti jika 

variabel kompetensi aparatur pemerintah 

daerah (X2) naik satu satuan dengan varia-

bel pemanfaatan teknologi informasi (X1), 

sistem pengendalian internal (X3), 

partisispasi masyarakat (X4) dan variabel 

interaksi nilainya tetap, maka kinerja in-

stansi pemerintah (Y) tidak akan mengala-

mi kenaikan atau penurunan. 

 Variabel sistem pengendalian internal 

(X3) diperoleh t hitung 0,997 dengan signif-

ikansi  0,328 > 0,05, hal ini berarti bahwa 

sistem pengendalian internal tidak ber-

pengaruh terhadap kinerja instansi 
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pemerintah. Koefisien beta bernilai positif 

menunjukkan pengaruh sistem pengendali-

an  internal.  

Pengendalian internal terhadap kiner-

ja instansi pemerintah adalah positif, se-

hingga Ha3 yang menyatakan bahwa sis-

tem pengendalian internal secara parsial 

berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja instansi pemerintah dinyatakan di-

tolak. Nilai koefisien X3 sebesar 0,808 be-

rarti jika variabel sistem pengendalian in-

ternal (X3) naik satu satuan dengan varia-

bel pemanfaatan teknologi informasi (X1), 

kompetensi aparatur pemerintah daerah 

(X2), partisispasi masyarakat (X4) dan vari-

abel interaksi nilainya tetap, maka kinerja 

instansi pemerintah (Y) tidak akan men-

galami kenaikan atau penurunan. 

 Interaksi pemanfaatan teknologi infor-

masi dan partisipasi masyarakat diperoleh t 

hitung 1,449 dengan signifikansi  0,159 > 

0,05, hal ini berarti bahwa interaksi pem-

anfaatan teknologi informasi dan 

partisipasi masyarakat tidak berpengaruh 

terhadap kinerja instansi pemerintah. 

Koefisien beta bernilai positif menunjuk-

kan pengaruh interaksi pemanfaatan 

teknologi informasi dan partisipasi 

masyarakat terhadap kinerja instansi 

pemerintah adalah positif, sehingga Ha4 

yang menyatakan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi secara parsial ber-

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

instansi pemerintah dengan partisipasi 

masyarakat sebagai variabel moderating 

dinyatakan ditolak. Nilai koefisien in-

teraksi (X_1-X_4 )  sebesar 1,329 berarti 

jika interaksi (X_1-X_4 ) naik satu satuan 

dengan variabel pemanfaatan teknologi in-

formasi (X1), kompetensi aparatur 

pemerintah daerah (X2), sistem pengen-

dalian internal (X3),  partisispasi masyara-

kat (X4) dan variabel interaksi nilainya 

tetap, maka kinerja instansi pemerintah (Y) 

tidak akan mengalami kenaikan atau 

penurunan. 

 Interaksi kompetensi aparatur 

pemerintah daerah dan partisipasi 

masyarakat diperoleh t hitung 2,410 

dengan signifikansi  0,023 < 0,05, hal ini 

berarti bahwa interaksi kompetensi apara-

tur pemerintah daerah dan partisipasi 

masyarakat berpengaruh terhadap kinerja 

instansi pemerintah. Koefisien beta bernilai 

positif menunjukkan pengaruh interaksi 

kompetensi aparatur pemerintah daerah 

dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja 

instansi pemerintah adalah positif, sehing-

ga Ha5 yang menyatakan bahwa kompe-

tensi aparatur pemerintah daerah secara 

parsial berpengaruh signifikan positif ter-

hadap kinerja instansi pemerintah dengan 

partisipasi masyarakat sebagai variabel 

moderating dinyatakan diterima. Nilai 

koefisien interaksi (X_2-X_4 )  sebesar 

2,088 berarti interaksi (X_2-X_4 ) naik satu 

satuan dengan variabel pemanfaatan 

teknologi informasi (X1), kompetensi apa-

ratur pemerintah daerah (X2), sistem pen-

gendalian internal (X3),  partisispasi 

masyarakat (X4) dan variabel interaksi 

nilainya tetap, maka kinerja instansi 

pemerintah (Y) akan mengalami kenaikan 

sebesar 2,0088. 

Interaksi sistem pengendalian internal 

dan partisipasi masyarakat diperoleh t hi-

tung -2,358 dengan signifikansi  0,026 < 

0,05, hal ini berarti bahwa interaksi sistem 

pengendalian internal dan partisipasi 

masyarakat berpengaruh terhadap kinerja 

instansi pemerintah. Koefisien beta bernilai 

negatif menunjukkan pengaruh interaksi 

sistem pengendalian internal dan 

partisipasi masyarakat terhadap kinerja in-

stansi pemerintah adalah negatif, sehingga 

Ha6 yang menyatakan bahwa sistem pen-

gendalian internal secara parsial ber-

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

instansi pemerintah dengan partisipasi 

masyarakat sebagai variabel moderating 

dinyatakan ditolak. Nilai koefisien in-

teraksi (X_3-X_4 )  sebesar -2,714 berarti 

jika interaksi (X_3-X_4 )   naik satu satuan 
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dengan variabel pemanfaatan teknologi in-

formasi (X1), kompetensi aparatur 

pemerintah daerah (X2), sistem pengen-

dalian internal (X3), partisispasi masyara-

kat (X4) dan variabel interaksi nilainya 

tetap, maka kinerja instansi pemerintah (Y) 

Gambar 1. Hasil Model Penelitian 

akan mengalami penurunan sebesar 2,714.  

Tabel 8 menunjukkan Adjusted R 

Square sebesar 0,597 yang berarti bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi, kompe-

tensi aparatur pemerintah daerah, sistem 

pengendalian internal, dan variabel in-

teraksi secara simultan mempengaruhi 

kinerja instansi pemerintah sebesar 59,7%, 

sedangkan sisanya sebesar  40,3% di-

pengaruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian.  

Koefisien determinasi parsial (r2) un-

tuk variabel pemanfaatan teknologi infor-

masi sebesar 〖0,446〗^2×100%=19,89%. 

Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial 

variabel pemanfaatan teknologi informasi 

mempengaruhi kinerja instansi pemerintah 

sebesar 19,89%. Koefisien determinasi par-

sial (r2) untuk variabel kompetensi apara-

tur pemerintah daerah sebesar 〖0,001〗

^2×100%=0,001%. Karena hasil uji signif-

ikansi parsial menunjukkan signifikansi 

0,997 > 0,05 maka hasil uji parsial tidak 

memiliki makna pengaruh atau hal ini 

menunjukan bahwa secara parsial variabel 

kompetensi aparatur pemerintah daerah 

tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi 

pemerintah. Koefisien determinasi parsial 

(r2) untuk variabel sistem pengendalian in-

ternal sebesar 〖0,188〗^2×100%=3,53%. 

Karena hasil uji signifikansi parsial menun-

jukkan signifikansi 0,328 > 0,05 maka hasil 

uji parsial tidak memiliki makna pengaruh 

atau hal ini menunjukan bahwa secara par-

sial variabel sistem pengendalian internal 

tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi 

pemerintah.  

Model Summary 

Model R R 

Squar
e 

Adjust-

ed R 
Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .824a ,680 ,597 2,48388 

Tabel 8.  Koefisien Determinasi Simultan  

Sumber: data diolah 

Tabel 9.  Koefisien Determinasi Parsial  

Model Correlations 
Zero-

order 

Par-

tial 

Part 

1 (Constant)    

Zscore(PTI) ,674 ,446 ,282 

Zscore(KAPD) ,547 ,001 ,000 
Zscore(SPI) ,524 ,188 ,109 

Zscore(PM) ,464 ,110 ,062 

AbsX1_X4 ,363 ,269 ,158 
AbsX2_X4 ,396 ,421 ,263 

AbsX3_X4 -,077 -,413 -,257 
a. Dependent Variable: KIP 

Sumber: data diolah 
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 Koefisien determinasi parsial (r2) un-

tuk variabel interaksi pemanfaatan teknolo-

gi informasi sebesar 〖0,269〗^2×100%

=7,24%. Karena hasil uji signifikansi par-

sial menunjukkan signifikansi 0,159 > 0,05 

maka hasil uji parsial tidak memiliki mak-

na pengaruh atau hal ini menunjukan bah-

wa secara parsial variabel interaksi pem-

anfaatan teknologi informasi dengan 

partisipasi masyarakat tidak berpengaruh 

terhadap kinerja instansi pemerintah. 

Koefisien determinasi parsial (r2) untuk 

variabel interaksi kompetensi aparatur 

pemerintah daerah sebesar 〖0,421〗

^2×100%=17,72%.  Hal ini menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel interaksi 

kompetensi aparatur pemerintah daerah 

dengan partisipasi masyarakat 

mempengaruhi kinerja instansi pemerintah 

sebesar 17,72%. Koefisien determinasi par-

sial (r2) untuk variabel interaksi sistem pen-

gendalian internal sebesar 〖-0,413〗

^2×100%=17,06%.  Hal ini menunjukkan 

bahwa secara parsial variabel interaksi sis-

tem pengendalian internal dengan 

partisipasi masyarakat mempengaruhi 

kinerja instansi pemerintah sebesar 17,06%. 

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Infor-

masi terhadap Kinerja Instansi 

Pemerintah 

  Hipotesis pertama yang di-

ajukan dalam penelitian ini yaitu bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi secara 

parsial berpengaruh signifikan positif ter-

hadap kinerja instansi pemerintah. Ber-

dasarkan hasil penelitian dinyatakan 

hipotesis pertama diterima. Dibuktikan 

dengan hasil uji signifikansi parsial 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 

0,015 yang berarti kurang dari 0,05. 

Koefisien beta yang bernilai positif berarti 

arah pengaruh pemanfaatan teknologi in-

formasi terhadap kinerja instansi 

pemerintah adalah positif. Secara parsial 

variabel pemanfaatan teknologi informasi 

mempengaruhi kinerja instansi pemerintah 

sebesar 19,89%. Penelitian ini juga 

didukung dengan data empiris yang 

menunjukkan dari 35 Organisasi Perangkat 

Daerah di Kabupaten Kebumen bahwa 

variabel pemanfaatan teknologi informasi 

menghasilkan skor rata-rata sebesar 31,89 

yang berada pada kriteria tinggi.  

 Berdasarkan Task-Technology Fit Theo-

ry, yaitu teori yang menyatakan kesesuaian 

antara kemampuan teknologi dengan 

tuntutan pekerjaan, atau kemampuan 

teknologi untuk mendukung pekerjaan. Oei 

(2016) mendasarkan model ini pada gaga-

san bahwa ketika karakteristik tugas 

pengguna dan karakteristik sistem informa-

si terintegrasi dengan baik, maka 

penggunaan sistem dan kinerja pengguna 

akan meningkat. Segala aktivitas 

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam 

rangka pelayanan publik telah dil-

aksanakan dengan memanfaatkan teknolo-

gi informasi. Dengan bantuan teknologi 

informasi, penggolahan data telah diatur 

sedemikian rupa sehingga informasi yang 

dihasilkan dapat lebih tepat waktu dan 

dengan biaya yang masih dibawah manfaat 

yang dihasilkan dibandingkan hanya 

dengan manual. Pemanfaatan teknologi 

informasi yang tepat dengan didukung oleh 

keahlian dalam mengoperasikannya ter-

bukti dapat meningkatkan kinerja instansi 

pemerintah di Kabupaten Kebumen. Hal 

ini membuktikan bahwa semakin tinggi 

instansi pemerintah daerah dalam me-

manfaatkan teknologi informasi, maka se-

makin tinggi kinerja yang dapat di-

perolehnya.  

 Penelitian ini sejalan dengan temuan 

Djalil, dkk (2017) bahwa teknologi infor-

masi berdampak pada kinerja instansi 

pemerintah Kota Banda Aceh. Selain itu 

Trihapsoro (2015) juga menemukan bahwa 

pemanfaatan teknologi merupakan faktor 

yang menjadi pendorong kinerja 

pemerintah daerah di Kabupaten Boyolali 
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dan pemanfaatan teknologi informasi ber-

pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pemerintah daerah dengan nilai koefisien 

positif sebesar 0,287. Temuan Chintya 

(2015) juga menunjukkan bahwa pem-

anfaatan teknologi informasi berpengaruh 

secara signifikan positif terhadap kinerja 

instansi pemerintah. Hasil tersebut sejalan 

dengan temuan Gurendrawati, dkk (2014) 

dan Destriyani (2015) bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja instansi 

pemerintah. 

Pengaruh Kompetensi Aparatur Daerah 

terhadap Kinerja Instansi Pemerintah 

 Kompetensi aparatur pemerintah dae-

rah akan berpengaruh terhadap efektifnya 

instansi pemerintah, baik berpengaruh pa-

da kinerja instansi maupun individu. Efek-

tifitas dan efisiensi instansi pemerintah 

dapat tercapai apabila aparatur yang ada 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang memadai dan sesuai aturan. 

Aparatur pemerintah daerah yang memiliki 

kompetensi tinggi akan melakanakan 

kewajiban dan tugasnya dengan penuh rasa 

tanggung jawab dan berusaha memberikan 

yang terbaik. Sehingga semakin tinggi 

kompetensi aparatur pemerintah daerah 

akan semakin tinggi kinerja instansi 

pemerintah yang dihasilkan. 

 Hipotesis kedua yang diajukan dalam 

penelitian ini yaitu bahwa kompetensi apa-

ratur pemerintah daerah secara parsial ber-

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

instansi pemerintah. Berdasarkan hasil 

penelitian dinyatakan hipotesis kedua di-

tolak. Dibuktikan dengan hasil uji signif-

ikansi parsial menghasilkan nilai signif-

ikansi sebesar 0,997 yang berarti lebih dari 

0,05. Koefisien beta yang bernilai positif 

berarti arah pengaruh kompetensi aparatur 

pemerintah daerah terhadap kinerja instan-

si pemerintah adalah positif. Penelitian ini 

juga didukung dengan data empiris yang 

menunjukkan dari 35 Organisasi Perangkat 

Daerah di Kabupaten Kebumen bahwa 

variabel kompetensi aparatur pemerintah 

daerah menghasilkan skor rata-rata sebesar 

45,69 yang berada pada kriteria tinggi.  

 DiMaggio dan Powell (1983) dalam 

Gudono (2017) menjelaskan konsep 

mekanisme yang berlaku pada pilar Institu-

tional Theory, yakni salah satunya 

mekanisme isomorfisma normatif berkai-

tan dengan paksaan untuk menjadi sama 

yang muncul dari profesi. Isomorfisma nor-

matif menjelaskan bahwa dua aspek profe-

sionalisasi merupakan sumber penting dari 

isomorfisma, yaitu pendidikan formal dan 

legitimasi. Skor rata-rata kompetensi apara-

tur pemerintah daerah di Kabupaten Kebu-

men yang berada pada kriteria tinggi meru-

pakan buah dari pemenuhan akan profe-

sionalisasi yang muncul karena paksaan. 

Sehingga tingginya kompetensi aparatur 

pemerintah yang ada tidak berpengaruh 

pada kinerja instansi.  

 Penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian dari Akbar (2014) yang dalam 

hasil penelitiannya menghasilkan bahwa 

kualitas sumber daya manusia tidak ber-

pengaruh terhadap kinerja. Hasil penelitian 

ini tidak sejalan dengan temuan Mufarrok-

ah, dkk (2015); Trihapsoro (2015); Destri-

yani (2015); Syahrum, dkk. (2016)   bahwa 

adanya pengaruh langsung dari kompetensi 

terhadap kinerja organisasi, yang berarti 

semakin tinggi kompetensi, akan semakin 

tinggi pula kinerja.  

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal 

terhadap Kinerja Instansi Pemerintah  

 Djalil, dkk. (2017) menjelaskan bah-

wa pengendalian internal memiliki 

pengaruh yang kuat dalam upaya 

mencegah penipuan dan penyimpangan 

yang ada dalam suatu organisasi. Sistem 

pengendalian internal berperan untuk 

menghindari penipuan dan pelanggaran, 

juga dapat mempersempit ruang gerak apa-

ratur pemerintah daerah yang tidak patuh 
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pada aturan tugas. Oleh karena itu, sistem 

pengendalian yang dirancang sebaik mung-

kin dapat menghasilkan kinerja yang efektif 

dan efisien.  

 Hipotesis ketiga yang diajukan dalam 

penelitian ini yaitu bahwa sistem pengen-

dalian internal secara parsial berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja instansi 

pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian 

dinyatakan hipotesis ketiga ditolak. Dibuk-

tikan dengan hasil uji signifikansi parsial 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 

0,328 yang berarti lebih dari 0,05. 

Koefisien beta yang bernilai positif berarti 

arah pengaruh sistem pengendalian inter-

nal terhadap kinerja instansi pemerintah 

adalah positif. Penelitian ini juga didukung 

dengan data empiris yang menunjukkan 

dari 35 Organisasi Perangkat Daerah di 

Kabupaten Kebumen bahwa variabel sis-

tem pengendalian internal menghasilkan 

skor rata-rata sebesar 120,14 yang berada 

pada kriteria tinggi. 

 Penerapan sistem pengendalian inter-

nal oleh Organisasi Perangkat Daerah di 

Kabupaten Kebumen adalah proses adopsi 

yang dilakukan karena adanya tekanan 

dari pemerintah pusat dan masyarakat. Di-

Maggio dan Powell (1983) dalam Gudono, 

(2017) menjelaskan konsep mekanisme iso-

morfisma koersif (coercive isomorphism) yang 

merujuk pada proses dimana organisasi 

mengadopsi fitur (sifat) tertentu karena 

paksaan (tekanan) dari negara, organisasi 

lain, atau masyarakat. Bentuk tekanan 

berupa paksaan yang muncul tidak selalu 

formal dan paksaan yang dilakukan bisa 

menimbulkan ketaatan yang sesungguhnya 

ataupun yang semu oleh organisasi yang 

dituntut. Sistem pengendalian internal 

yang ditetapkan Organisasi Pemerintah 

Daerah di Kabupaten Kebumen dimung-

kinkan ketaatannya semua yang timbul ka-

rena paksaan. Sehingga tingginya 

perolehan skor rata-rata sistem pengendali-

an internal Organisasi Pemerintah Daerah 

di Kabupaten Kebumen tidak berpengaruh 

pada kinerja instansi pemerintah.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan 

temuan Khikmah dan Zuhriyah (2017) 

bahwa sistem pengendalian internal tidak 

berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. 

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan temuan Djalil, dkk (2017) yang 

menemukan pengendalian internal ber-

pengaruh terhadap kinerja instansi 

pemerintah Kota Banda Aceh. Temuan 

Zodia (2015); Onyango (2014); Chintya 

(2015); Trihapsoro (2015); Destriyani 

(2015)  juga menunjukkan bahwa sistem 

pengendalian internal berpengaruh ter-

hadap kinerja instansi pemerintah.  

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Infor-

masi terhadap Kinerja Instansi 

Pemerintah dengan Partisipasi Masyara-

kat sebagai Variabel Moderating 

 Stewardship Theory mengasumsikan 

hubungan yang kuat antara kesuksesan or-

ganisasi dengan kepuasan pemilik. Asumsi 

penting dari stewardship adalah pemerintah 

selaku manajer meluruskan tujuan sesuai 

dengan tujuan masyarakat selaku pemilik 

(Raharjo, 2007). Masyarakat memiliki 

peran aktif untuk ikut serta mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 

dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepo-

tisme, yang dilaksanakan dengan menaati 

norma hukum, moral, dan sosial yang ber-

laku dalam masyarakat. Rubin (1996) men-

jelaskan bahwa adanya partisipasi 

masyarakat akan meningkatkan tanggung 

jawab serta kinerja organisasi pemerintah 

daerah. Teknologi informasi yang dimiliki 

pemerintah daerah dapat digunakan untuk 

menjadi wadah bagi masyarakat untuk ter-

libat dalam perencanaan dan pem-

bangunan daerah. Tingginya pemanfaatan 

teknologi informasi dengan didukung oleh 

tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, 

maka pemanfaatan teknologi informasi ter-

sebut akan semakin kuat sehingga dapat 

memicu pemerintah daerah untuk 
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menghasilkan kinerja yang baik. 

 Hipotesis keempat yang diajukan da-

lam penelitian ini yaitu bahwa pemanfaa-

tan teknologi informasi secara parsial ber-

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

instansi pemerintah dengan partisipasi 

masyarakat sebagai variabel moderating. 

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan 

hipotesis keempat ditolak. Dibuktikan 

dengan hasil uji signifikansi parsial 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 

0,159 yang berarti lebih dari 0,05. 

Koefisien beta yang bernilai positif berarti 

arah pengaruh interaksi pemanfaatan 

teknologi informasi dengan partisipasi 

masyarakat terhadap kinerja instansi 

pemerintah adalah positif. Penelitian ini 

juga didukung dengan data empiris yang 

menunjukkan dari 35 Organisasi Perangkat 

Daerah di Kabupaten Kebumen bahwa 

variabel partisipasi masyarakat 

menghasilkan skor rata-rata sebesar 39,49 

yang berada pada kriteria tinggi. 

 Data empiris menunjukkan hasil bah-

wa analisis deskriptif partisipasi masyara-

kat termasuk dalam kriteria tinggi dan 

pemanfaatan teknologi informasi dalam 

kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa 

pemerintah daerah menggangap partisipasi 

masyarakat yang ada tinggi. Peneliti 

menilai tingginya pemanfaatan teknologi 

informasi yang ada hanya sekedar menun-

jang aktivitas pemerintahan. Instansi be-

lum memaksimalkan pemanfaatan teknolo-

gi informasi dalam ruang masyarakat dan 

dari sisi masyarakat pun belum mampu 

memaksimalkan pemanfaatan teknologi 

informasi yang telah disediakan. Oleh kare-

na itu, partisipasi masyarakat tidak mem-

perkuat atau memperlemah pemanfaatan 

teknologi informasi terhadap kinerja in-

stansi pemerintah. 

Pengaruh Kompetensi Aparatur Daerah 

terhadap Kinerja Instansi Pemerintah 

dengan Partisipasi Masyarakat sebagai 

Variabel Moderating 

 Hipotesis kelima yang diajukan dalam 

penelitian ini yaitu bahwa kompetensi apa-

ratur pemerintah daerah secara parsial ber-

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

instansi pemerintah dengan partisipasi 

masyarakat sebagai variabel moderating. 

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan 

hipotesis kelima diterima. Hal ini dibuk-

tikan dengan hasil uji signifikansi parsial 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 

0,023 yang berarti kurang dari 0,05. 

Koefisien beta yang bernilai positif berarti 

arah pengaruh interaksi kompetensi apara-

tur pemerintah daerah dengan partisipasi 

masyarakat terhadap kinerja instansi 

pemerintah adalah positif. Secara parsial 

variabel interaksi kompetensi aparatur 

pemerintah daerah dengan partisipasi 

masyarakat mempengaruhi kinerja instansi 

pemerintah sebesar 17,72%.  

 Stewardship Theory mengasumsikan 

hubungan yang kuat antara kesuksesan or-

ganisasi dengan kepuasan pemilik. Steward 

akan melindungi dan memaksimalkan 

kekayaan organisasi dengan kinerjanya, 

sehingga dengan demikian fungsi utilitas 

akan maksimal. Asumsi penting dari stew-

ardship adalah pemerintah selaku manajer 

meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan 

masyarakat selaku pemilik (Raharjo, 2007). 

Aparatur pemerintah daerah di Ling-

kungan Pemerintah Kabupaten Kebumen 

memiliki kompetensi yang tinggi. Aparatur 

pemerintah daerah dengan kompetensi 

tinggi akan melakanakan kewajiban dan 

tugasnya dengan penuh rasa tanggung ja-

wab dan berusaha memberikan yang ter-

baik. Disisi lain, adanya partisipasi 

masyarakat dalam pemerintahan dapat 

memperkuat hubungan kompetensi apara-

tur pemerintah daerah terhadap kinerja in-

stansi pemerintah. Partisipasi masyarakat 

yang aktif mendorong aparatur pemerintah 

daerah untuk meningkatkan kompe-

tensinya sebagai pelayan publik, maka 

kompetensi aparatur pemerintah daerah 
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tersebut akan semakin kuat sehingga dapat 

memicu pemerintah daerah untuk mening-

katkan kinerjanya. Sehingga semakin tinggi 

kompetensi aparatur pemerintah daerah 

dengan didukung partisipasi masyarakat 

yang tinggi akan semakin tinggi kinerja in-

stansi pemerintah yang dihasilkan.  

 Hipotesis kelima yang diajukan dalam 

penelitian ini yaitu bahwa kompetensi apa-

ratur pemerintah daerah secara parsial ber-

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

instansi pemerintah dengan partisipasi 

masyarakat sebagai variabel moderating. 

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan 

hipotesis kelima diterima. Dibuktikan 

dengan hasil uji signifikansi parsial 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 

0,023 yang berarti kurang dari 0,05. 

Koefisien beta yang bernilai positif berarti 

arah pengaruh interaksi kompetensi apara-

tur pemerintah daerah dengan partisipasi 

masyarakat terhadap kinerja instansi 

pemerintah adalah positif. Secara parsial 

variabel interaksi kompetensi aparatur 

pemerintah daerah dengan partisipasi 

masyarakat mempengaruhi kinerja instansi 

pemerintah sebesar 17,72%. Oleh karena 

itu, partisipasi masyarakat memperkuat 

hubungan kompetensi aparatur pemerintah 

daerah terhadap kinerja instansi 

pemerintah. 

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal 

terhadap Kinerja Instansi Pemerintah 

dengan Partisipasi Masyarakat sebagai 

Variabel Moderating 

 Teori stewardship memandang mana-

jemen sebagai pihak yang dapat dipercaya 

untuk bertindak dengan sebaik-baiknya 

bagi kepentingan publik maupun stake-

holder. Terjadi kesepakatan yang terjalin 

antara pemerintah selaku steward dan 

masyarakat dimana pemerintah akan selalu 

bertindak sedemikian rupa untuk mem-

berikan layanan yang dapat dipertanggung-

jawabkan serta memaksimalkan kepent-

ingan masyarakat. Masyarakat memiliki 

peran aktif untuk ikut serta mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 

dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepo-

tisme. Kehadiran partisipasi masyarakat 

yang memberikan pengawasan dalam 

pemerintahan akan memungkinkan 

pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kepatuhan pada penerapan sistem pengen-

dalian internal. Dengan demikian, semakin 

baik sistem pengendalian internal dengan 

didukung partisipasi masyarakat yang ting-

gi akan menghasilkan kinerja instansi 

pemerintah yang semakin tinggi.  

 Hipotesis keenam yang diajukan da-

lam penelitian ini yaitu bahwa sistem pen-

gendalian internal secara parsial ber-

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

instansi pemerintah dengan partisipasi 

masyarakat sebagai variabel moderating. 

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan 

hipotesis keenam ditolak. Dibuktikan 

dengan hasil uji signifikansi parsial 

menghasilkan nilai signifikansi sebesar 

0,026 yang berarti kurang dari 0,05. Na-

mun koefisien beta yang bernilai negatif 

berarti arah pengaruh interaksi sistem pen-

gendalian internal dengan partisipasi 

masyarakat terhadap kinerja instansi 

pemerintah adalah negatif. Secara parsial 

variabel interaksi sistem pengendalian in-

ternal dengan partisipasi masyarakat 

mempengaruhi kinerja instansi pemerintah 

sebesar 17,06%. 

 Data empiris menunjukkan hasil bah-

wa analisis deskriptif partisipasi masyara-

kat di Kabupaten Kebumen termasuk da-

lam kriteria tinggi. Demikian juga  sistem 

pengendalian internal juga dalam kategori 

tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ting-

ginya sistem pengendalian internal dengan 

didukung partisipasi masyarakat yang ting-

gi menyebabkan melemahnya kinerja in-

tansi pemerintah. Oleh karena itu, 

partisipasi masyarakat memperlemah hub-

ungan sistem pengendalian internal ter-

hadap kinerja instansi pemerintah. 
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Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Infor-

masi, Kompetensi Aparatur Pemerintah 

Daerah, dan Sistem Pengendalian Inter-

nal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah 

dengan Partisipasi Masyarakat sebagai 

Variabel Moderating 

 Institutional theory, gagasan utamanya 

adalah bahwa organisasi dibentuk oleh 

lingkungan institusional yang mengitarinya 

dan dengan begitu pengamatan atas organ-

isasi harus dilihat sebagai sebuah totalitas 

simbol, bahasa, ataupun ritual-ritual yang 

melingkupnya (Gudono, 2017). Menurut 

stewardship theory adanya hubungan yang 

kuat antara kesuksesan organisasi dengan 

kepuasan pemilik. Adanya faktor dari luar 

pemerintah daerah seperti partisipasi 

masyarakat dalam pemerintahan dapat 

memperkuat hubungan pemanfaatan 

teknologi informasi, kompetensi aparatur 

pemerintah daerah, dan sistem pengendali-

an internal terhadap kinerja instansi 

pemerintah. Sehingga pemanfaatan 

teknologi informasi, kompetensi aparatur 

pemerintah daerah, dan sistem pengendali-

an internal yang tinggi dengan didukung 

tingginya partisipasi masyarakat akan 

menghasilkan kinerja instansi pemerintah 

yang tinggi.  

 Hipotesis ketujuh yang diajukan da-

lam penelitian ini yaitu bahwa pemanfaa-

tan teknologi informasi, kompetensi apara-

tur pemerintah daerah, dan sistem pengen-

dalian internal secara simultan ber-

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

pemerintah dengan partisipasi masyarakat 

sebagai variabel moderating. Berdasarkan 

hasil penelitian dinyatakan hipotesis 

ketujuh diterima. Dibuktikan dengan hasil 

uji signifikansi simultan menghasilkan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 yang berarti ku-

rang dari 0,05. Secara simultan pemanfaa-

tan teknologi informasi, kompetensi apara-

tur pemerintah daerah, sistem pengendali-

an internal, dan variabel interaksi 

mempengaruhi kinerja instansi pemerintah 

sebesar 59,7%. Oleh karena itu, partisipasi 

masyarakat memperkuat hubungan pem-

anfaatan teknologi informasi, kompetensi 

aparatur pemerintah daerah, dan sistem 

pengendalian internal terhadap kinerja in-

stansi pemerintah. 

 Dari tujuh hipotesis yang dirumus-

kan, hanya tiga hipotesis yang hasil 

penelitiannya dinyatakan diterima. Atas 

hasil tersebut maka disampaikan beberapa 

hal yang terjadi terkait data penelitian: (a) 

teknik pengumpulan data yang dil-

aksanakan terbatas hanya melalui kuesion-

er (angket) tanpa dilengkapi dengan wa-

wancara mendalam atau teknik lain. Se-

hingga jawaban responden yang didapat 

belum tentu mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya dan kemungkinan akan ber-

beda jika data diperoleh dengan cara wa-

wancara mendalam atau teknik lain. (b) 

Instrumen yang digunakan untuk men-

gukur semua variabel dalam penelitian ini 

mengacu pada pengukuran diri sendiri, se-

hingga cenderung menimbulkan kemu-

rahan hati dalam menilai kinerja sendiri. 

(c) Data penelitian ini merupakan hasil dari 

instrumen yang berdasarkan pada persepsi 

responden. Dari hal ini dapat men-

imbulkan masalah jika persepsi responden 

berbeda dengan keadaan sesungguhnya. (d) 

Metode penyebaran kuesioner dalam 

penelitian ini dilakukan secara tidak lang-

sung, yaitu dititipkan kepada pihak kedua  

yaitu Kepala Bagian Umum & Kepega-

waian maka dari itu peneliti tidak dapat 

mengontrol secara langsung cara mengisi 

kuesioer yang tepat dan tingkat kebenaran 

dari hasil jawaban yang diberikan kepada 

responden. Dari hal itu, dapat membuat 

hasil jawaban responden yang bias, karena 

para responden dapat menjawab kuesioner 

secara normatif saja atau bahkan tidak 

memiliki respon yang diharapkan peneli. 

SIMPULAN 

Simpulan penelitian ini yaitu: (1) 

pemanfaatan teknologi informasi ber-
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pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

instansi pemerintah, (2) kompetensi apara-

tur pemerintah daerah tidak berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja instansi 

pemerintah, (3) sistem pengendalian inter-

nal tidak berpengaruh signifikan positif ter-

hadap kinerja instansi pemerintah, (4) pem-

anfaatan teknologi informasi tidak ber-

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

instansi pemerintah dengan partisipasi 

masyarakat sebagai variabel moderating, 

(5) kompetensi aparatur pemerintah daerah 

berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja instansi pemerintah dengan 

partisipasi masyarakat sebagai variabel 

moderating, (6) sistem pengendalian inter-

nal berpengaruh signifikan negatif terhadap 

kinerja pemerintah dengan partisipasi 

masyarakat sebagai variabel moderating, 

(7) pemanfaatan teknologi informasi, kom-

petensi aparatur pemerintah daerah, dan 

sistem pengendalian internal secara simul-

tan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja instansi pemerintah dengan 

partisipasi masyarakat sebagai variabel 

moderating. 
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